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KE PUTUSAN D I RE KTUR JEND E RAL PEND IDI KAN I SI.AM
NOMOR I p6Z Sahun ZA13

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBER.IAN SUBSIDI
TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH

BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS)
TAHUN 2013

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISI.AM

bahwa dalam ;p?ya meningkatkan kualitas pembelaj a.rrn pada RA/Madrasah, pe4u
pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi Guru Bukan-pNS untuk meningl utk^n
kesejahtera;anny^.
bahwa agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, tepat jurnlah dan tepat waktu, pe4u
diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian S"tridi Tunjangan Fungsional bagi
Guru RA/Madrasah Bukan pegawai Negeri sipil (srF-GBpNS) iah,rn zitz;
bahwa berdasarkan_pertimbangan pudi diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan
dengan I(eputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam I{ementeriun Aguma RI. 

'

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 200s tentan! Guru dan Dosen;
undang-undang Nomor 1,7 Tahun 2003 tentan! I(euangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun- 2004 tentang"perbendah uru iNegara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tJntang Pemeriksaan pengelolaan dan
Tanggung Jawab I(euangan;
U-ndang-Undang Nomor 19 Tahun 201,2 tentang Anggaran pendapat an dan Belanja
Negara Tahun 20i,3;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 200g tentang Guru;

l:-t:T*i Presiden Republik Indonesia Nomor 24 iahun 201,0 tentang l{edudukan,
Tugas, dan trungsi I(ementerian Negara serta Susunan Organisal, Tugas, dan
Fungsi Eselon I I(ementen^n Negara;

9" I(eputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Negara sebag airnana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan I(eputusan Presiden i.epublik Indonesia Nomor 72Tahun 2004;

10' Iftputusan P_residen Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 rentang pedoman
Pelaksanaan Penga daan Banng/Jasa Pemerinlah sebagaim ana telah diubal beberapa
kali, terakhir dengan I(eputusan presiden RI Nomor 54 Tahun 2010;

11 ' Peraturan Menteri I{euangan Nomor 134/pMK.06/2005 tentang pedoman
Pembayann dalamPelaksanJn Anggaran Penda patandan Belanja Negara;'l'2' Penturan Menteri I{euangan n.p"Ltit Indonesia Nomor : 05g/pMI{ .06/2005
tentang Sistem Akuntasi Instansi dan Pelap oran l(euangan pemeri ntahanpusat;

13' Peraturan Menteri Agama Nomor 2 taiun 2006 tenlang Mekanisme pelaksanaan
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Bela:nja Negara di lingkungan
Departemen Agama;

1'4' Peruturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tatakerja
I(ementerian Agama RI;
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Menetapkan
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I(etiga

Keempat

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen I(euangan Nomor : pER-
66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayar^n at^s BeLan ApBN;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47 /PB/2009 tentang
Petunjuk PelaksanaanPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
B endahara kementerian N egara/L emb aga/ I(antor/ S atker.

DIPA I(antot I(ementerian Agama I(abupaten/Kota atau pada satuan kerla lainnya yang
relevan;

MEMUTUSKAN

PE,DOMAN PELAKSANAAN PE,MBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN
FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGA$TAI NEGERI
srPrl (STF-GBPNS) TAHUN 2013.

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru
RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) iah.rn iOtS sebafaimana
tedampir.

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah
Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2otl men pakan pegangan dan 

^cuandalam pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi, |ertattggrngfr-aban, serra
pembuatan lapomn;

fedgmal yang lebih operasional tentang pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru
RA/Madrasah daglt ditetapkan oleh 

-I(epala 
l(antor Wilayair I(ementerian Agama

Provinsi jika dipedukan, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini;

Pedoman ini bedaku sejak kepurusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Februatr 2013

an Madrasah

Djubaedi, MA.
3201984031002



Lamptan SI{ Dirjen pendidikan Islam
Nomor: Z6p gahun pO13

PEDOMAN TEKNIS PEI-AKSANAAN

PEMBERIAN SUB SIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL
BAGI GURU RA/UEORASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF.GBPNS)

TAHUN 2OT3

A. Dasar

1" Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undangNo 10 tahun 2010 tentantAPBN 201,r;
4' Petr;fiiran Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah NomorT4Tahun 2008 tentang Guru;
6' Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 201,0 tentang

I(edudukan, Tugas, dan Fungsi I{ement erran Negara serta Susunan
organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I I(ementerian Nega'ra;

7 ' Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga
I{ependidikan;

8' I{eputusan Ptesiden Republik Indonesia Nomor 80 Tah un 2003 tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Banng/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapakalt', terakhir dengan Peraturan Presiden R[ Nomor 54 Tahu n 201,0;

9 ' Petaturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis
Departemen Agama Republik Indonesia;

10' Peraturan Menteri Agarna Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
r{er1a Departemen Agama Republik Indonesia;

11' Peraturan Menteri I(euangan Republik Indonesia Nomor: 05g/pMK.06/2005
tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan I{euangan pem enntahan pusat;

1'2'Petaturan Menteri I(euangan Nomor iz+/pwtK.06/2005 tentang pedoman
Pembayann dalam Pelaksanaan Anggaran Pend apatandan Belanja Negara;

1'3'Pennxan Menteri Agama Nomor2-tahun 2006 tentang Mekanisme pelaksanaan
Pembayatan atas Beban Anggaran Pendap^t^n dan Belanja Negara di lingkungan
Departemen Agama;

l4'Petatutan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
T atakerla l(keme.rt.riui Agama RI;

15' Peraturallirektur Jenderal Perbendaharaan Departemen I{euangan Nomor:
PER-66/PB /2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembay atz. atas Beban
APBN;

B. Tuiuan

Pemberian Subsidi Tunj 
^ngan 

Fungsion al bag1 Guru RA/Madrasah Bukan pegawai
Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut STF--GBPNS) tahun 201,3 berrujuan unruk
meningkatkan:



I(ualitas proses belaiar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di Raudlatul
Athfal dan Madrasah"
Motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, dan
I{esejahtera n Guru RA dan Madrasah Bukan pNS.

C. Sasaran

Sasaran atau penerima STF-GBPNS tahun 201.3 adalah guru dengan kriteria atau
percy 

^r^tan 
sebagai berikut:

1,. Umum

^. Berstatus sebagai Guru RA/Madrasah.
b. Bukan PNS atau CPNS pada l{ementerLan Agama atauinstansi larn.

2. I{husus

a. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atatMA.
b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun mengajar di RA/Madrasah, dan

diutamakan bug Guru Tetap atau guru yang lebih lama mengabdi di
RA/Madrasah. Yang dimaksud Guru Tetap dalim Pedoman ini aafuan guru
yang diangkat oleh ketua penyelenggan pendidikan $,ayasan ataulatnnya),"atau
I(epala RA/Madrasah untuk iangka waktu paling singkat 2 (&n) tahun 

'secara

terus-mefiefus, dan tefcatat pada satuan administrasi pangkal (satminkal) di
RA/Madrasah y^ng memiliki izin pendirian dari I{ementerian Agama ,.rtu
melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

c. Diutamakan bagi guru yang memiliki beban kerla 24 (dua puluh empat) JuTatap Muka flTt\Q per minggu, atau yang lebih baryak beban k"ii"yu.
I(etentuan tentang beban kerla Guru RA/Madrasah diatur dalam pedoman
tersendiri yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pendidikan Islam.

d. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dart DIpA
I{ementerian Agama" Guru RAlMadrasah yarig menjadi penerima bantuan
tunjangan profesi atau bantuan tunjangan kh.rrrx tetip dapat menjad.i
penerima tuniangan fungsional ini j:/rru memenuhi persyiratan yang diatur
dalam Pedoman ini"

e. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi cpNS/pNS.

1,.

2.
tJ.

D. Surnber Dana

Pemberian SrF-GBPNS ini dibebankan 
^ngga',,nny^I(ementerian Agama I(abupatenfr{ota tahun 2013 atau

yang relevan.

pada DIPA/RKA-KL
pada satuan ketla latnnya

E. Mekanisme Pelaksanaan

1" Penetapan Penerima
a. I{epala RA/Ntaarasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan

GURU TETAP dalam lingkup tugasnya yang -.-.rr.rhi syarat unruk-diajukan



ke I(antor I(ementerian Agama I{abupatenf l{ota sebagai calon penerima STF-
GBPNS (Format Lampuan surat usulan tedampir).

b. I{antor I{ementedan Agama I(abupatenfKota melakukan verifikasi terhadap
usulan yang diajukan oleh I{epala RA/Madrasah tersebut berdasarkan kriteria,
p ersyara tan dan ketentua n y ang diatur dalam pedoman ini.

c. Berdasarkan hasil verifikasi, I(antor I(ement errarn Agama I{abupat enf Kota
menetapkan riam^-n ma Guru RA/Madrasah penerima Stp-CgpNS
(diurutkan secara alfabetik) dalam bentuk Surat I{eputusan (SI9 yang
ditandatang nr oleh l(epala I(antor I{ement ertan Agama I(abupat en/I{o[.
(Fotmat Surat I(eputusan beserta lampir 

^nnya 
s ebagaimana tedampir) .

d. I{antor I{ementerian Agarna l(abupat enf I{ota wajib mengirimk in 'saynan 
SI{

penerima STF-GBPNS tahun 2013 beserta lampirannya dalam bentuk bard coplt
dan soft copl ke I(antor STilayah I(ementerian Agama Provinsi dan Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam (melalui Subdit Pendidik dan Tenaga I(ependidikan
Direktorat Pendidikan Madrasah) paling lambat 1 (satu) bulan r.lut SI( tersebut
diterbitkan.

2. P enyaluran STF'-GBPNS
a. STF-GBPNS bugr guru RA/Madrasah diberikan/disalurkan kepada guru yang

berhak menerimanya secata langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
b. Pembayannf petyahxan STF-GBPNS dilakukan rrruri periodlk bulanan,

triwulanan, atau 6-bulanan (semesteran) sesuai kondisi satuan ketla
pelaksan^rtya.

c. I(etentu^n y^r7g lebih operasional tentang pembayatanf penyaluran data STF-
GBPNS yang belum diatur dalam Pedoman itri, dapat diatur lebih lanjut oleh
I(antor S7ilayah I(ementerran Agama provinsi

3. Nominal STF-GBPNS
a. Besar STF'-GBPNS adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per

orang per bulan, dan bedaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan
Januan 2A13), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp.
3.000"000,- (tiga iuta rupiah). Jurnlah itu diberikan kepada guru secara p.r.r^h;
tidak dibenarkan adanya penguran gun, pemotongan atau pungutan j.rrgu'
alasan apa pun dan oleh pihak manapun.

b" Tiap guru y^rtg memenuhi kriteri a dan persyaratan seba gatmana diatur dalam
Pedoman ini, hanya berhak menerima satu porsi STF'-GBFNS (Rp250.000,- per
bulan atau Rp3.000.000,- dalam setahun), meskipun men gjar pada 2 (d"")
RA/Madrasah atau lebih.

4. I(ewajtban Penerima STF-GBPNS
a. Melaksanakan pembelaiann danf atau bimbingan kepada peserta didik minimal

1 (satu) tahun pelaiaran, sesuai jadwal di RA utui Madrasah y^ng menjad.i
tempat tugasnya.



b. Melaksanakan fugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA/Madrasah
termasuk administrasi pemb elajann sesuai dengan ketentuan yang bedaku.

c" Setiap Guru RA/Madtasah yangmenjadi penerima STtr-GBPNS wajib mengisi
dan menandatangani Surat Pernyataan Kine$a, dengan format sebagaimana
tedampir.

5. Penghentian Pemberian STF-GBPNS
STF-GBPNS dihentjkan pemb er:zrLnya apabia guru yangbersangkutan:
a. Meninggal dunia,
b" Memasuki usia 60 (enam puluh) rahun,
c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru
d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai

RA/Madrasah,
guru atz;u Latnnya, di I(ementerian

Agama atau di instansi lainnya,
e. Berhalan gan tetap sehingga tidak dapat

RA/Madrasah, atau
menjalankan tugas sebagai guru pada

f. Tidak lagi memenuhi kdteria dan persy^t^tanyangdiatur dalam Pedoman ini,

F. Pemantavan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agarpemberian
STF-GBPNS ini tedaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, da.- t"put waktu.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Ditjen pendidikan Islam
dan I(antor Wilayah I(ement erran Agama Provinsi secata berjenjang sesuai
kewenangan masing-masing.

Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme penetapan
penedm^, peny^luran dan pengambilan dana srF'-GBpNS.

Pengaduan _terkait pelaksanaan pemberian STF'-GBPNS tahun 2013 dapat
disampaikan ke alamat:

sub Direktorat Pendidik dan Tenaga I(ependidikan
Direktorat Pendidikan Madrasah
Gedung I(ementerian Agama R[ Lantai vII, Ruang c-704
Jln. Lapangan Banteng Bant Nomor 3-4 Jakarta 1071,0
TeIp./Faksimili : (021) 350-7479
Email : madrasahketena g an@yahoo.com

G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan pemberian STF-GBPNS dibuat secara berjenjang. I{antor
I{ementen^r7 Agama I(abupat enf Kota membuat dan menyamp atkan lapoian tertulis
tentang pelaksana n pemberian STF-GBPNS dt daenhnya kepada I{antor STilayah
I(ementerran Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam.



H. Penutup

Pemberian STF-GBPNS ini merupakan salah satu upay^yang dilalcukan I(ementerian
Agama untuk meningkatkan keseiahteraan Guru RA/Madrasah Non-PNS.
Pelaksanaan dan pengelolaan STF-GBPNS harus dilakukan secara transparan dan
akuntabel serta dengan komitmeri yang tinggl agar tujuan dan target kegiatan ini dapat
dicapai secara optimal.

enderal
endidikan Madrasah

f. H. Dedi Djubaedi, MA.
195903201984031002

Jakafta, 1 Februari 2013



Format
Surat Usulan Kepala RA/Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota

Logo RA/

Madrasah

NAMA DAN ALAMAT RA/MADRASAH

Nomor : "..........
Lampran: 1 (satu) bendel.
Perihal : Usulan Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional

BUgr Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF'-GBPNS)

201,3

I(epada Yth.
I{ep ala I(antor I(ement erran Agama
I(abupaten/I{ota
Di

Assalamualaikum war. \Vab.

Sehubungan dengan adatya alokasi anggaran untuk pemberian subsidi

tunjangan fungsional bug guru bukan pegawai negeri sipil (STF-GBPNS),

maka kami mengajukan usulan untuk sejumlah ( .. ... . ......) guru

tetap y^ng betugas pada RA/madrasah kami sebagaimana daftar usulan

terlampir" Dengan ini kami jrrgu menyat^kan bahwa daftar guru y^ng kami

usulkan adalah benar-benar gurLr tetap kami.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kanri sampaikan terimakasih"

[Yassa/am,

I(epalaRA /Madrasah ..........

Q.dama dan tand atangan)
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